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ABSTRAK 

Kekerasan seksual pada anak adalah tindakan yang dilarang, baik dalam 
hukum positif maupun hukum Islam, Kejahatan tersebut pasti ada sanksinya, dalam 
hal pemberian sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak, terdapat 
perbedaan pemberian sanksi yang diberikan hakim terhadap pelaku dalam putusan 
Pengadilan Negeri Mojokerto. Skripsi ini mencoba menjawab pertanyaan yang 
dituangkan dalam dua rumusan masalah: bagaimana pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan sanksi yang berbeda-beda terhadap pelaku kekerasan seksual pada 
anak dalam putusan Pengadilan Negeri Mojokerto? Dan bagaimana analisis hukum 
pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi yang 
berbeda-beda terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak dalam putusan 
Pengadilan Negeri Mojokerto? 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang dimana dalam 
mencari jawabannya pada suatu permasalahan hukum, hukum dikaji sebagai teori 
hukum, suatu norma, prinsip hukum, dan kepustakaan lainnya. Sehingga dalam 
memperoleh hasil penelitian didapatkan dari bahan tertulis dan dari kajian pustaka. 
Pada penelitian ini digunakan pendekatan konsep, pendekatan perundang-
undangan, dan pendekatan kasus. 

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, Dalam hal 
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi yang berbeda-beda terhadap pelaku 
kekerasan seksual pada anak dalam putusan Pengadilan Negeri Mojokerto, yakni 
karena hakim selalu memiliki perbedaan pandangan saat mempertimbangkan dan 
mengadili suatu perkara, karena seorang hakim selalu mempertimbangkan nilai-
nilai keadilan dalam tujuan dari pemidanaan, maka hakim dalam pertimbangannya 
selalu melihat dari segi Undang-undang yang berlaku yang diatur secara jelas dan 
pasti, serta fakta, barang bukti, dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan 
terdakwa, jadi meskipun terdapat perbedaan pemberian sanksi oleh hakim terhadap 
pelaku yang kasus kejahatannya sama akan tetapi fakta dalam persidangan memang 
berbeda maka hakim selalu menyesuaikan hal tersebut. Kedua, Dalam hal 
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi yang berbeda-beda terhadap pelaku 
kekerasan seksual pada anak dalam pandangan hukum pidana Islam, yakni karena 
dalam hukum pidana Islam hakim pada pertimbangannya mempunyai wewenang 
untuk menjatuhkan sanksi yang berbeda-beda, hal tersebut tergantung pada fakta 
yang ditemukan hakim dalam persidangan dan dengan perbuatan yang dilakukan 
oleh pelaku.  

Sejalan dengan kesimpulan diatas penulis menyarankan: Dalam hal 
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi yang berbeda-beda terhadap pelaku 
kekerasan seksual pada anak dalam putusan Pengadilan Negeri Mojokerto dan 
dalam hukum pidana Islam, maka hakim harus selalu mempertimbangkan dengan 
sebaik-baiknya sebagaimana dengan fakta dan bukti-bukti yang ada dalam 
persidangan serta tetap memperhatikan tujuan dari pemidanaan dan kejelasan 
aturan tersebut baik dalam hukum positif dan hukum pidana Islam. 
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